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ABSTRAK

CATATAN

Dalam rangka penyesuaian sistem kerja guna
mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan
profesional, diperlukan mekanisme kerja antara jabatan
pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan

fungsional di lingkungan instansi pemerintah.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014; Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019; Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017,

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Dinas merupakan unsur pelaksana
urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
yang menjadi kewenangan Daerah.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 11 Oktober 2023

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor
32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 32), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.



